ABSTRAK

Dalam praktik penegakkan hukum, pemeriksaan secara koneksitas masih jarang ntuk
diterapkan. Masing-masing sistem peradilan lebih sering berjalan sendiri sendiri atau
dengan kata lain bila terjadi tindak pidana yang dilakukan bersama antara oknum
liter dan oknum sipil lebih sering diperiksa secara terpisah (splitzing). Berdasarkan
uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa peraturan tentang peradilan
koneksitas sudah ada dan sudah terbentuk sebagai peraturan yang harus dilaksanakan.
Dengan demikian diharapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum
militer dan oknum sipil dapat diperiksa dan diadili secara akuntabel dan menjujung
tinggi azas equality before the law. Dengan adanya peradilan koneksitas diharapkan
dapat menghindari perbedaan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili
perkara yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk
mengetahui lebih lanjut tentang masalah penerapan acara koneksitas dalam
penanganan tindak pidana korupsi khususnya oleh anggota militer.
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ABSTRACT

In law enforcement practice, connected trials are rarely implemented. Each judicial
system often operates independently, or in other words, when a crime is committed
jointly by military and civilian personnel, it is often investigated separately
splitzing). Based on the above description, it can be stated that regulations on
connected trials already exist and have been established as regulations that must be
implemented. Thus, it is hoped that crimes committed by military and civilian
personnel can be examined and tried accountably and uphold the principle of
equality before the law. The existence of connected trials is expected to avoid
differences in judges' considerations when examining and trying the same case. In
this regard, researchers are interested in learning more about the problem of
implementing connected proceedings in handling corruption crimes, especially by
military personnel.
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